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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BI'PATI SITUBONDO
NOMOR tLl TAIIUN 2Ol4

TIIITAIIG

SISIEM AI(IIYTAITSI BIRBASIS AKRUAL
PAI)A PTMERINTNI IilBI'PATEIT SITI'BONTX)

DTIVGAN RATIMAT TT'HAN YAilG UAIIA ESA

BUPATI SITUBOITIX),

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 196 Ayat (1)
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2oo8 tentang pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem Akuntansi
Berbasis Akrual pada Pemerintah l(abupaten situbondo.

: 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten datam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19SO Nomor 19,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6l;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor l2S, ?ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a35S);
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2Oo4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44OO);

6. Undang-Undang Nomor   32   Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OM Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tal.un 2OO4 Nomor 126, TambaLan
l.embaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tarnbahan l*mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54O9);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972
Nomor 38);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2O05 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 Tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 ;

74. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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15. Feraturan Femerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20O5 tentang
Hibah kepada Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Fenyelengaraan Pemerintah Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kjneqa Instansi Pemeintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada DPRD, dan Informasi laporan
Penyelenggaraan Pemerintaltan Daerah kepada
Masyarakat (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a2, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 371;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

24. Peraturan Pemeintah Nomor 69 Tahun 2O7O tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
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25. Peratr)ralr Femerintah Nomor 77 Tahun 2O1O Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165 );

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang
Pedoman Pengelol,aan Keuangan Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310 );

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum Daerah;

28. Pera[tran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta}:rtn 2074
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

I ,, 
*;"uffiH*',*;Trrffru:;"i:*'.%';h,"
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintalan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Situbondo (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
ta}::'tn 2OO8 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo tahun 20OB Nomor L3).
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MDEUTU8-:

menetph i nRA―  BUPATI SITUBOHDO TEITNe SIsTm

―
TANSI BERBASIS ― UAL PADA PEMEHFTAH

― UPATEI SI-OHDO

Pusl I

Sistem Akuntansi Berbasis Alrrual pada Pemerintah Xabupaten
Situbondo dengan ruang lingkup dan uraian lebih lanjut
sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan b"gtan
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a.BAB I

b.BAB H

: Gambaran Umum Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

: Dokumen-Dokumen dan Buku-Buku yang
Digunakan Dalam Penyusunan dan
Pelaporan Keuangan
Situbondo;

Pemerintah Kabupaten

{ じ



c.BAB IH

d.BAB IV

e.BAB V
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Proses Pencatatan darr Felaporan Keualrgan
di SKPD Pemerintah Kabupaten Situbondo;
Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan
di SKPKD Pemerintah Kabupaten Situbondo;
Proses Konsolidasi Laporan-Laporan
Keuangan SKPD dan SKPKD, Serta Pelaporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pard 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku' Peraturan
Bupati Situbondo Nomor 39 tahun 2OO9 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo tahun 2OO9 Nomor 39) dan Peraturan
eupaii Situbondo Nomor 46 Tahun 2OL2 tentang Perubahan
atai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2OO9

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Situbo;do @erita Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2012
Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Prtd 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
ng"r ""f,"p 

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan Wnempatarlnya
i"f"- gdt Daerah Kabupaten Situbondo'

Ditetapkan qi lilub?ldo
pada tanggal i

BT'PATI SITUBOI{DO,

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 0 [1 '] r ,,

SEXRETARIS DAERAII
IqBT'PATEN SITUBONDO'

蝙
BERITA DADRAH― UPATEW SITUBOHDO TAHUN 2014 ⅡOMOR ′Y
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